
Menimbang : a. bahwa ketentuan protokoler dan keuangan Pfmpinan oan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi 
telah dlatur datarn Peraturan Daerah xeoooaten Bekasi Nomor 
3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 
8 Tahon 2004 tentang Kedud\Jkan Protokoler dan Keuangan 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Da-o..rah 
Kabupaten Bekasi yang teknls pelaksanaannya perfu ditetapkan 
melalui Peraturan Bupati; 

b. banwa petunjuk pelaksanaan Peraturan Daecah Kabupaten Bekasi 
Nomor 3 Tahun 2006 yang semula telah ditetapkan melalui 
Peraturan Bupatl Bekas, Nomor 3.A Tahun 2006 sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir melalui Peraturan Bupati 
Bekasi Nomor l Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh Atas 
Peraturan Bupati Bekasi Nomor 3.A Tahun 2006 pelaksanaannya 
perlu diubah dan disesuaikan kembali; 

c. bahwa untuk maksud sebagalmana huruf a dan huruf b di atas, 
perubahannya tersebut perlu ditetapkan kemball dengan 
Peraturan Bupati. 

Menglngat: 1. Undang·Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembe11tukan 
Daerah·Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan ProVinsi .Jawa Baral 
(Berita Negara Tahun 1950} sebagaimana telah diubah dengan 
Undang·Undang Nomor 4 Tahun I 968 tentang Pembentukan 
Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan 
mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Oaerah Kabupaten Dalam Llngkungan 
Provinsi Jawa Barat (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1968 Nomor 31. Tambahan Lembaran Neoara Reouhlik fnrfon,,,;i;, 

- 
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2.. Undaog·Undaog Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotoko!an 
.Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166); 

3. Undang·Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286 ); 
4. Undang·Undang Nomor l Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (lembaran Negara Republik lndonesa Tahun 2004 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Repubnk Indonesia 
Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Oaerah (Lembaran Negara Republik lndonesra Tahun 2004 
Nemer 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437) sebagalmana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang·Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerlntahan Dae<ah (Lembaran Negara Repubrik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4844); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahvn 2004 Nome< 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

7. Undang·Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Maier,s 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwa!<ilan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Oaerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Jaerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor L23, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043); 

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembenru'.-<an 
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RP.publik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 
Prptokoler dan Keuangan Pimpinan clan Anggota Dewan 
Perwakllan Rakyat Daerah (tembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah bebera;,a kali, 
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor Zl Tahu!I 2007 
tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerlntah Nomor 24 
Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, 
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4578); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabuparen/Kota (Lembaran 
Mo.ri:io .. ~ Oot'\.l 1h.m, r .... Al'\r'\0-<';~ T~h· ..... 'lnn7 ,.,,_ Q"') T!!....-.h~h~ .... 

- 



Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bekasi Nornor 3A Tahun 2006 tentang 
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Oaerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2006 
tentang Perubahan Atas Peraturan Oaerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2004 
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasl (Berita Daerah Kabupaten Bekasl 
Tahun 2006 Nomor 2 Serl A) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Peraturan Bupati Bekasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan KetuJuh 
Atas Peraturan Bupati Bekasi 1>1omor 3A Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan 
Peraturan Oaerah Kabuoaten Bekasi l>lomor 3 Tahun 2006 tentano Perubahan Atas 

- 

12 Peraruran Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman 
Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang 
Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5104); 

13. Peraturan Menteri Dalam NeQ€ri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menter! Dalam 
Negeri Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negerl Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Oaerah; 

14. Peraturan Menteri Keuangan l>lomor 113/PMK.05/2012 tentang 
Perjalanan Oinas Oalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai 
Negeri, dan Pegawai lidak Tetap; 

15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.02/2013 tentang 
Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2014; 

16. Peraturan Oaerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 ranun 2004 
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakllan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bekasi Tahun 2004 Nomor 8) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir clengan Peraturan Oaerah Nomo, 3 
Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Oaerah 
Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2004 tentang Ke<ludukan 
Protokoler dan Keuangan Pimpinan can Anggota Dewan 
Perwakflan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi 
Tahun 2007 Nomor 3); 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Bekas, Nomor l Tahun 2007 
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
oaeren Kabupaten Bekasi Tahun 2007 l>lomor 1); 

MEMUTUSKAN : 
PERATURAN BUPATI BEKASI TEl>ITANG PERUBAHAN KEDELAPAN 
ATAS PERATURAN BUPATI BEKASI NOMOR 3.A TAHUN 2006 
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN OAERAH 
KABUPATEN BEKASI l>IOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHU!>! 2004 
TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN 
P!MP[l>IAN DAN ANGGOTA OEWAl>I PERWAKILAl>I RAKYAT 
DAERAH KABUPATEN BEKASI. 

Menetapkan : 



(1) Kunjungan kerja dalam rangka petaksanean tugas, fungsl dan wewenang 
DPRD dilaksanakan di dalam dan di tuar Kabupaten dan keluar Provinsi 
hanya untuk hal·hal pentlng dan mendesak. 

(2) Kunjungan kerja atat kelengkapan DPRD da!am rangka study banding 
keluar Provinsi ditetapkan sebagai berikut : 
a. Sadan Musyawarah dapat melaksanakan kunjungan kerja maksimal 2 

( dua} kall per tahun. 
b. Badan Anggaran dapat melaksanakan kunjungan ke.ia maksimal 2 

(dua) kall per tahun. 
c. Badan legislasi dapat melaksanakan kunjungan kerja maksimal 1 

(satu) kali per tahun. 
d. Badan Kehormatan dapat melaksanakan kunjungan kerja maksimal 1 

(satu) kali per tahun. 
e. Komisi·komisi dapat melaksanakan kunjungan kerja maksima 1 

(satu) kali per tahun. 
{3) Pelaksanaan perjalanan dinas study banding kepada yang bersang'=n 

dapat dlberikan perjalanan dmas sesuai ketentuan yang bertaku. 
( 4} a. Perjalanan dinas dalam daerah Kabupaten Bekasi diberikan b<aya 

perjalanan dines sebagai berikut sebesar Rp. 500.000,·/orangfhari. 

b. Perjalanan dinas wilayah Kota Bekasi dan Kabupaten Kara,,ang 
diberikan btava perjalanan dinas sebesar Rp. 500.000, · /orang/hari. 

c. Perjalanan dinas di Luar Kabupaten Bekasi untu'~ wilayah d, oatam 
Propinsl Jawa Barat, Propinsl DKI Jakarta oan Propinsi Banten, dapat 
diberikan: 

Biaya Transport (at cost; sebagal berlkut: 

a). Provlnsi OK! Jakarta, Kabupaten Purwakarta dan Kota Depok 
sebesar Rp. 200.000,· /orang/hari. 

b). Kota Begor, Kabupaten Boger dan Provinsi Banten sebesar 
Rp. 300.000,- /orang/hari. 

c). Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung 
Barat, Kabupaten Subang, Kota Omahi dan Kabupaten GanjJt 
sebesar Rp. 400.000,·/orang/han. 

d). Kabupaten Sumedang, Kabupaten lndramayu, Kabupaten 
Garut, Kota Clrebon, Kabupaten Cirebon, Kabupaten 
u ... 1 ..... , .... ..,...,.t,.., v ..... - C,,1,..,t.. •. -1 ,4.,.,,.., v-.i...,,..._-. ........... c.,1.; .. h,, ...... ~ r....S-..,...--., 

- 

Pasa!S 

L Ketenruan dalam Bab lll Pasal 8 ayat ( 4) diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi 
sebagai berikut : 

Protokoler ea- Keuaogan Punp,nan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten Bekasi, diubah sebaqai berikut : 



Uang Harian (Rp./orang/hari) 
Uraian Uang Uang Tranport lumlah 

Saku Makan 

' 
Lokal 

Ketua/Wakil 750,000 450,000 150.000 1.350.000 
Ketua DPRD 
Anggota DPRO 650,000 450.000 150.000 L250,000 

d), Kata Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung 
Barat, Kabupaten Subang, Kata Cimahl dan Kabupaten 
Clanjur: 

Uang Harian (Rp,/orang/han) 
Jumlah I Uraian Uang Uang Tranport 

Saku Makan lol<al . 
Ketua/Wakil 700,000 300.000 150.000 L!S0.000 
Ketua DPRD 
Anggota DPRD 600,000 300.000 150,000 1.050.000 

c), Kota Boger can Kabupaten Bogar : 

Uang Harian (Rp./orang/hari) I 
Uraian Uang Uang Tranport Jumlah 

' Saku Makan Lol(al 
Ketua/Wakil 650,000 300.000 !50,000 Ll00.000 
Ketua DPRD 
Anggota Df>RD 550.000 300.000 150,000 1.000.000 

C), Kabupaten Purwakarta dan Kota Depok : 

Uang Harlan (Rp./orang/hari) 
Ul'aian Uang Saku Uang Tranport Jumlah 

Makan Lokal 
Ketua/Wakil 1.000,000 450,000 750.000 2.200.000 
Ketua DPRD 
Anggota DPRD 800.000 450.000 I 750,000 2,000.000 

b). Provinsi Banten : 

Uang Harian (Rp,/orang/han) 
Uraian Uang I Uang Tranport Joxnlah 

Saku Makan lol<al 
Ketua/Wakil 650,000 500,000 150,000 LJ00,000 
Ketua DPRD 
Anggota DPRD 550,000 500.000 150,000 1.200.000 

li:alluOaW' , -~ Kal>upa:en Tas.1<,nalaya Kaa 
-:,,;-,l"'lal3ya, KIXa BanJar, Kal:>upaten Game; dan Kabvl)aten 
Danganoarao sebesar Rp, 700,000,-/orangfhari, 

Uar.g Harian (/Vmf]Sum) sebagal berikut : 
a), Provinsi OKI Jakarta, Kota Tangerang dan Kota Tangerang 

Selatan: 



c). Provinsi Banten : 
• Pimpinan OPRO sebesar Rp. 3.808.000,·/kamar[nari. 
• Anggota OPRD sebesar Rp. 1.430.000,-/kamar/hari. 

d, Biaya Perjalanan Oinas dl Luar Kabupaten Bekasl, wilayah d, tuar 
Provinsi Jawa Barat, OKI Jakarta dan Provinsi Banten dlberikan sesua, 
dengan rnoda traosportasl yang digunakan. 
Biaya Perjalanan Oinas Lua, Kabupaten Bekasi untuk daerah di luar 
Propinsl Jawa Barat, OKI Jakarta, dan Banten dapat diberikan: 
- Biaya transport (at cost; meliputl antara lain: 

o Biaya BBM, tol, parkir 
o Biaya transportasi menuju dan dari baodara (at cost) 
o Biaya taksi 
o Biaya Tiket Pesawatt Kapa! Lautt Kereta Ar,1/ Bis/ Travel 

Uang Representasi (lumpsum) untuk Ketua/Wakil l<etua DPRO 
sebesar Rp. 250.000, -/hari dan untuk Anggota OPRD sebesar 
Rp. 130.000,-/hari; 

Biaya Penginapan (at cost; sebagai berikut : 

a). Provinsi OKI Jakarta : 
• Pimpinan OPRD sebesar Rp. 8.720.000,-/kamar/hari. 
- Anggota OPRO sebesar Rp. 1.000.000,·/kamar/hari. 

b). Provinsi Jawa Barat : 
- Pimpinan OPRO sebesar Rp. 3.664.000,·/kamar/hari. 
• Anggota OPRO sebesar Rp. J.753.000,-/kamar/hari . • 

Uang Harian (Rp./orang/hari) . 
Ural an Uang Saku Uang I Tranport Jumlah 

Makan Lokal 
Kettia/Wakil 1.050.000 450.000 iso.ooc I l.650.000 
Ketua DPRD I I 
Anggota DPRD 950.000 450.000 150.000, 1.550.000' 

Kabupaten Tasikmalaya, l<ota 
Kabupaten Ciamis clan Kabupaten 

f). Kabupaten l<uningan, 
Tasik.malaya, Kota Banjar, 
Pangandaran : 

Uang Harian (Rp./orang/harl) 
Uraia!l Uang Uang Tranport Jumlah 

Saku Mak.an L<>klll 
Ketua/Wakll 900.000 450.000 150.000 1.500.000 
Ketua DPRD 
Anggota DPRD 800.000 450.000 150.000 1.400.000 

Cati, ae, ~... Katlt,-:,a:,!,i lnoran,ay,,, lsat;uparen 
Garur,. K.003 Creoo,, K.;t,upateri Oretion, Kaoopa,en 
Ma'plerlgka, xota Sl.;kabumi oan Kabupaten Sukabumi : 

• 

- 



No, Provinsi I Satuan Biava Taksl 

I (Rp.) 

1. Aceh Kah 95.000,· 

2. Sumatera Utara I Kali 232.000,· 

3. Riau I Kali 70.000,· 

4. Kepulauan Riau Kali I 96.000,· 

s. Jam bi Kan 60.000,· I 

I Kali ' 6. Sumatera Barat 151.000,- 

7. Sumatera Selatan Kali 90.000,· 

'a Lampur,g Kali 123.000,· 

9. Bengkulu I Kali 80.000,· 
' 

10. Bangka Belitung Kali 60.000,. I 
• Kall 11. Sant en 306.000,· 

12. Jawa Barat Kali 60.000,· 
13. OKI Jakarta Kali I 170.000,- • 
14. JawaTengah Kali 50.000,· 
IS. D.J. Yogyakarta Kali 94.ooo,. I 
16. Jawa Timur Kali 148.000,· 
17. Bali Kali 

' 116.000,- I 

Uang representasi (lumpsum) untuk Ketl.JajWakil Ketua DPRD 
sebesar Rp. 250.000,·/hari dan untuk Anggota DPRD sebesar 
Rp. 130.000,·/hari; 
Biaya penginapan ( at cosn; 

Klasifilcasi biaya Taksi, Tiket Pesawat/ Kapal Laut/ Kereta Api/ Bis/ 
Travel, dan penginapan adalah sebagai berikut : 

d. l. Satuan Blaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeti 

ua,,,; ta-ia-' ( lu!:::psur;) : 
Uang Ha,..,,.. (f<p./orang/han) 

vr-aia"' Ua-,g Saku uang Tranport Jumlah 
Makan I LokaJ 

Ken,aJWakll 1.000.000 450.000 750.000 2.200.000 
Kerua DPRD 

. Anggota DPRD 800.000 450.000 750.000 2.000.000 

- 



No. Provinsi Satuan I Pimpinan Allggota 
DPRO DPRD 
'Rn.l I.) 

1. Aceh KH 4.420.000,· 1.308.000,· 
2. Sumatera Utara KH 4.960.000,- 1.206.000,- 

3. Riau KH 3.817.000,· l.168.000,· 

d.3. Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Bagi Pimplnan dan 
Anggota DPRD 

' MODA TRANSPORTASI I ' 
No. PELAKSANA PESAWAT I KAPAL I KERETA I LAJNNYA I 

SPO UDARA LAllT API/BUS 
. 

!. Pimplnan DPRD Bisnis VIP/ S.PeSial I Sesuai . Kelas Eksel<utif kenyataan 
IA 

2. Anggota DPRD Ekonomi Kelas EksekUlf Sesuai 
IB kenyataan 

- 

d.2. Fasilitas Transpor Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD 

22. Kalimantan Selatan 97.000,· 
23. Kalimantan Timur Kali 353.000,· 
24. Kalimantan Utara Kali 353.000,· 
25. Sulawesl Utara Kall 110.000,· 
26. Gorontalo Kali 115.000,· I , 
27 Surawesl Barat Kali 217.000,· 
28. Sulawesi Selatan Kall 128.000,· 
29. Sulawesi Tengah Ka Ji 60.000,· 
30. Sulawesi T enggara Kali 131.000,· 
31. MaJuku Kali 171.000,· 
32. Maluku Utara KaJi I 

174.000,· I 
33. Papua Kali 354.000,· 
34. Papua Barat I Kali 

I 130.000,· 

80.000,-1 
Kali I 

107.000,· 

72.000,· 

-e:-,;,;.ara .:Iara:- Ka!', 

R.:sa 1erg;ara ............ Ii.a. 

20 Kai rnantan aerar Kall 

21. Kallmantao Tengah Kan 

213.000 · 



Dalam mekanisme pertanggungjawaban disesuaikan dengan 
bukti pengeluaran yang sah (at-cost). 

I 
1.228.000. - I 7. SUmate,a Selaran I KH 4.680.000,- 

a. Lampung KH I 3.960.000,- }.299.000~- I 

9. Bengkulu I KH I t.300.000.- I 790.000,- 

10. Bangl<a Behtung KH 2.858.000,· 1.150.000, - 

11. Banten KH 3.808.000,- 1.430.000.· 

12. Jawa Barat I KH 3.664.000,- 1.753.000,- 

13. DK! Jakar1a I KH 8. 720.000, • 1.000.000, - 

14. Jawa Tengah KH 4 .146.000, - 1.452.000,· 

15. D.I. Yogyal<arta KH 4.620.000,· l.2"8.000, · 

16. Jawa Timur KH 4.400.000, - 1.359.000,- 

17. Bali KH 4.881.000, - 1.810.000,· 

18. J Nusa T enggara Ba rat I KH 3.429.000,- 1.222.000,· 

19. Nusa Tenggara Timur I KH I 3.000.000~- 1.000.000 .. - 

20. Kalimantan Barat KH I 2.400.000,- J.130.000,· 

21. Kalimantan Tengah KH I 3.000.000,· 1.596.000,· I 

22. Kalimantan Selatan KH I 4.250.000,- t.603.ooo, - I 
23. Ka!imantan 1imur KH 4.000.000,· l.458.000,· I 

24. Kalimantan Utara KH 4.000.000, · 1.458.000,· 

25. Sulawesi Utara KH 3.200.000, - 1.553.000,- 

26. Gorontalo KH 1.320.000, - l.010.000,· 

27, Sulawesi Barat KH 1.260.000,· 1.030.000, • I 

28. Sulawesi 5elatan KH 4.820.000,- 1.135.000,· 

29. SUiawesi T engah KH 2.030.000,· 1.298.000, j 
30. Sulawesi Tenggara KH 1.850.000,- 1.070.000,· 

31. Maluku KH 3.000.000,- 1.030.000, - 

32. Maluku Utara KH 3.110.000,- l.512.000,· 
' 

33. Papoa KH 2.850.000,· !.524.000,- 

34. Papua Barat KH 2.750.000,· 1.482.000,- 

- 

s, 
,.,.o;a....,ta~'"":.'...'.::"""'~----;:--_- l._~_:o_JJ_o_o._-~~9~n~ooo.~--- 
.iamt> ,- 4.000.000,- !.030.000,- 

c 

1.144.000,- 4.240.000,- KH Sumatera Sarai 6. 



Oitetapkan di Cikarang Pusat 
padatanggal 19 Mei 2014 

t ~ BUPATI BEKAS! ;£ 

- 
Agar senap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Pera:uran 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Senta Oaerah KabUPaten Bekasi . . 

Peraturan Bupati ini mulai oertaku pada tanggal d,undangkan. 

Pasal II 

2. Peraturan Bupati ini merupakan bagian yang tklak terpisahkan dengan 
Peraturan Bupati Bekasl Nomor JA Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan 
Peraturan Oaerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Oaerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota OPRD Kabupaien 
Bekasl berikut perubahannva. 

--'""==- ;1~;i,,-_.,r:, dr:a5 ~ rar,,r.., ~ J.L - eg,ara• ' ~ 
&!~ :.a Se::: -.ar, r:aaG--ya 5oslaJ '5dSI o,,,e,,ias;, Sarase'1an, 

".'A'n Outoona aan se;en,snya yang pelakSanaannya 
~ 04er plllal<Jpanitia penyetenggara atau Rapat Kerja 
--=.D .ang d,selenggarakan di hotel diberikan biaya transportasi, 
uang hanan, can uang representasl perjalanan d1nas seba9a1 
befikur: 

e.1. Uang transport diberikan 1 (satu) kali untuk setiap event 
kegiatan di wilayah Provinsi Jawa Barat, OKI Jakarta dan 
Provinsi Banten yang besarannya sebagaimana dlmaksud pada 
ayat ( 4) huruf c atau blaya transportasi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4) huruf d untuk setiap event kegiatan dituar wilayah 
Provlnsl Jawa Barat, OKI Jakarta dan Provinsl Banten. 

e.2. Uang saxu. 
e.3. Uang representasi untuk Kewa/Wakil Ketua DPRD sebesar 

Rp. 250.000,-/hari dan untuk Anggota OPRO sebesar 
Rp. 130.000/harl. 


